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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdsarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan 

dari hasil penelitian yan diilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Adapun dampak 

yang diakibatkan dari adanya pernikahan di bawah umur yakni: (a) 

dampak ekonomi, keadaan perekonomian yang kurang akan menyebabkan 

pernikahan dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, 

(b) dampak sosial, Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak 

melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk 

melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung 

pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab 

untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan (c) 

dampak Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT), kondisi psikis yang 

masih labil menyebabkan emosi yang mudah terpancing dan 

mengakibatkan pasangan pernikahan di bawah umur masih kesulitan 

menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan 

pertengkaran yang sering terjadi bahkan kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Bima, disebabkan karena adanya beberapa faktor diantarannya adalah: (a) 

keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan 
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anaknya untuk mengurangi beban orang tuannya, (b) faktor pendidikan 

yang rendah di masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima membuat 

masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang 

telah ditetapkan, orang tua yang selalu berfikiran bahwa anaknya sudah 

besar sehingga dijodohkan oleh kedua orang tuannya, pola pikir 

masyarakat yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus cepat 

dinikahkan jika tidak akan memalukan keluarga karena dianggap tidak 

laku, dan (c) faktor hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan remaja 

dan mudahnya mengakses video-video porno di internet. 

3. Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Bima pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a Perlindungan preventif baik dari orang tua maupun masyarakat, seperti 

aturan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sudah jelas 

mengatur mengenai perkawinan. 

b Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika 

sudah terjadi selarian telah dilakukan suatu pelanggaran. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini bisa di berikan saran yaitu :  

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dari perkawinan 

usia dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan 

kedepan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.  
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2. Bagi orang tua perlu di berikan pemahaman tentang persepsi terhadap 

perkawinan usia muda tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua. 

3. Masyarakat dan pemerintah setempat di lingkungan Kabupaten Bima, 

seharusnya mengindahkan peraturan-peranturan yang telah ditetapkan 

dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 

ayat 2. Setidaknya hal ini dapat mengurangi angka perkawinan usia muda 

dikalangan remaja. 
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